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Penelitian ini ditujukan untuk menganalis isu hukum sebagai berikut: (1) 
Bagaimanakah tanggung gugat debitur yang lalai dalam perjanjian kredit 
perumahan? (2) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi kreditur terhadap 
debitur yang lalai dalam perjanjian kredit perumahan? Penelitian ini merupakan 
penelitian hukm yang bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan 
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual 
approach).  
Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan sebagai berikut: Penyaluran kredit 
mempunyai resiko (degree of risk) yang sangat tinggi. Oleh karena itu bank dalam 
menyalurkan kredit harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan selalu 
memperhatikan asaa perkreditan yang sehat, mengingat dana yang disalurkan 
bank berasal dari masyarakat yang mempercayakan uangnya kepada bank. 
kelalaian dari pihak kreditur (bank) sendiri, karena penyaluran kredit tidak 
dilakukan sesuai prinsip-prinsip dalam perjanjian kredit. Dalam hal ini terjadi 
pada bank x, kurang kewaspadaan melakukan penilaian sebelum kredit dicairkan, 
kurang teliti untuk mengetahui mengenai kondisi calon debitur sehingga dana 
kredit yang di salurkan ke rekening debitur dengan tujuan awal akan di pakai 
untuk pembayaran pembelian rumah tidak di berikan kepada pihak penjual 
(pengembang/penyedia rumah) akan tetapi dana dipakai habis oleh debitur dalam 
urusan pribadi.  
Dari hasil penelitian sebagaimana diuraikan diatas kelalaian disebabkan 
karena bank dalam proses pencairan kredit untuk melakukan pemblokiran 
terhadap dana kredit yang diajukan oleh debitur tersebut jelas merugikan pihak 
bank. Debitur wanprestasi atau ingkar janji dalam hal ini yang menyebabkan 
kerugian pada pihak kreditur, penyelesaiannyapun tidak mudah serta 
membutuhkan waktu yang sangat panjang. Apalagi kondisi debitur tidak 
bertanggung jawab dan tidak diketahui keberadaannya lagi. Tanggung gugat 
debitur bentuk ganti rugi Selain uang bentuk ganti rugi lainnya yaitu pemulihan 
keadaan semula dan larangan untuk mengulangi yang jika tidak ditepati dapat 
diperkuat dengan uang paksa. Jadi, uang paksa bukan merupakan bentuk atau 
wujud ganti rugi. Perlindungan hukum bagi kreditur yaitu melalui Subrogasi, 
Novasi. dan cessie Subrogasi merupakan peralihan hak tagih dari penerima 
jaminan kepada penjamin setelah penerima jaminan menerima pembayaran klaim 
dari penjamin. Subrogasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk 
mengalihkan utang piutang. Sedangkan Novasi yakni terjadi pergantian pihak 
debitur atau karena berubahnya perjanjian pengikatan kerja sewa pihak pembeli 
tidak mampu melunasi sisa pembayaran. 
 




This study aims to analyze the following legal issues: (1) How is the debtor's 
liability negligent in the housing loan agreement? (2) What is the legal protection 
for the creditor against the debtor who is negligent in the housing loan agreement? 
This research is a normative research using statute approach and conceptual 
approach.  
Based on the results of this study found as follows: Distribution of credit has a 
risk (degree of risk) is very high. Therefore, banks in distributing credit must 
adhere to the principle of prudence and always pay attention to healthy credit, 
considering that the funds disbursed by banks come from the community who 
entrust their money to the bank. negligence on the part of the creditor (bank) 
itself, because the credit distribution is not done according to the principles in the 
credit agreement. In case this happens to the bank x, lack of vigilance to undertake 
the assessment before the credit is disbursed, it is less thorough to know about the 
condition of the prospective borrower so that the loan funds disbursed to the 
debtor's account with the initial purpose will be used for the payment of the house 
purchase is not given to the seller developers / home providers) but the funds are 
used up by the debtor in personal affairs.  
From the results of the research as described above the negligence caused by 
the bank in the process of loan disbursement to block the credit funds submitted 
by the debtor is clearly detrimental to the bank. Debtors default or break the 
promise in this case that causes losses on the creditors, penyelesaiannyapun not 
easy and require a very long time. Moreover, the debtor's condition is not 
responsible and no longer known to exist. The liability of the debtor in the form of 
indemnification In addition to other forms of compensation money is the 
restoration of the original state and the prohibition to repeat that if not fulfilled can 
be reinforced by forced money. So, forced money is not a form or a form of 
indemnity. Legal protection for creditors is through Subrogation, Novation. and 
Subrogation cessie is a transfer of claim right from the recipient of the guarantee 
to the guarantor after the recipient of the guarantee receives the claim payment 
from the surety. Subrogation is one way that can be used to transfer the debts. 
While the Novasi namely the turn of the debtor party or due to changes in the 
agreement of the rental work contracting the buyer is unable to pay off the 
remaining payment. 
 








Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka kesimpulan yang 
di rumuskan sebagai berikut: 
 
1. Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur atau pihak yang mempunyai 
kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak dapat menimbulkan 
kerugian bagi kreditur atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi, 
maka dalam hal ini debitur wajib mengganti kerugian yang diderita oleh 
oleh kreditur, sesuai dengan jumlah nominal yang telah di ambil oleh 
debitur dalam pencairan dana kredit. 
 
2. Perlindungan hukum bagi kreditur terhadap debitur yang lalai dapat 
menggunakan dengan cara subrogasi, novasi, cessie atau bias juga 
diserahkan kepada devoleloper jika debitur memang sudah tidak mampu 
untuk melunasi hutangnya. Akan tetapi apabila belum mencapai 
kesepakatan maka kreditur dapat menggunakan perlindungan hukum 
tersebut melalui upaya hukum dengan gugatan di pengadilan secara 
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